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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Periode magang berlangsung pada 1 Agustus 2025 sampai dengan 19 Desember 

2025 di PT ITU AIRCONCO, yang berlokasi di Jl. Raya Serang Km.12, 

Sukadamai, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selama kerja magang, 

ditempatkan pada divisi Tax dan Accounting sebagai intern yang bertugas 

mendukung aktivitas para senior. Selama magang, semua kegiatan magang 

dibimbing oleh Pak Sardi (Tax Accountant), Pak Agus Nuryoso (Tax & AR), Pak 

Wahyu Firmansyah (Voucher & AP). 

 

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

 

1. Membuat Faktur Pajak PPN Keluaran  

Faktur pajak PPN keluaran merupakan dokumen yang dibuat oleh pengusaha kena 

pajak (PKP) saat menjual barang kena pajak (BKP) ataua jasa kena pajak (JKP). 

Faktur ini berfungsi sebagai bukti pungut atas pajak pertambahan nilai (PPN) dari 

pembeli yang menjadi dasar untuk menghitung serta melaporkan PPN yang harus 

disetor negara melalui SPT masa PPN. Ketika jumlah pajak keluaran lebih besar 

daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang 

harus disetor ke kas negara oleh PKP.  

Tujuan membuat faktur pajak PPN keluaran ini yaitu, untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dokumen 

faktur pajak ini menjadi bukti bagi PKP penjual telah memungut PPN yang harus 

dibayar dari pembeli serta kewajiban pembeli untuk mengkreditkan PPN 

masukannya.  

Ketika membuat faktur pajak PPN keluaran pada coretax ada beberapa dokumen 

yang harus diperlukan, yaitu:  
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1) Invoice, surat tagihan yang digunakan untuk mengetahui jenis transaksi 

pembayaran yang dilakukan oleh customer contohnya: 

a. Uang Muka 

 

b. Pelunasan  

 

Berdasarkan 2 gambar diatas, merupakan invoice yang digunakan untuk 

mengetahui nomor sales order, tanggal invoice dan referensi invoice yang ingin 

dimasukan ke dalam coretax. 

 

2) Purchase order, digunakan untuk mengetahui pembelian barang atau jasa dan 

juga nilai harga sebelum dihitung dengan rumus PPN. Kemudian purchase order 

digunakan untuk mengetahui jatuh tempo atas pembayaran yang dilakukan oleh 

customer. 
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Berdasarkan gambar diatas, merupakan dokumen purchase order dari customer 

atas pembelian barang dari perusahaan yang digunakan untuk melihat nomor sales 

order, nama barang, jumlah barang dan juga harga barang untuk dimasukan 

kedalam coretax. 

Pekerjaan ini dibimbing dan di review oleh bagian divisi account receivable. Saat 

membuat faktur pajak PPN keluaran, dokumen yang dibuat yaitu, 5-10 dokumen 

yang terdiri invoice, purchase order, dan surat pengiriman barang yang sudah 

terlampir bersama invoice. Kemudian masa pembuatan faktur pajak ini satu minggu 

bisa 3-4 kali pengerjaan tergantung customer melakukan permintaan tagihan 

invoice kepada bagian divisi account receivable. Berikut merupakan Langkah-

langkah membuat faktur pajak: 
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1. Login Coretax 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, Langkah-langkah yang harus dikerjakan yaitu: 

1) Isi password atau kata sandi perusahaan yang sudah tertera dalam buku catatan 

supervisi 

2) Isi captcha sesuai nomor yang tertera pada halaman coretax  

3) klik login  

 

2. Impersonate akun dan klik e-faktur pada dashboard  

 

Berdasarkan gambar diatas, Langkah-langkah yang harus dikerjakan yaitu: 

1) Memilih akun perusahaan sebagai wajib pajak badan 

2) Klik e-faktur dengan tujuan untuk membuat faktur pajak 
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3. Klik pajak keluaran 

 

Berdasarkan gambar diatas, klik pajak keluaran karena ingin membuat faktur pajak 

PPN keluaran  

 

 

4. Klik buat faktur  

 

Berdasarkan gambar diatas, klik Buat Faktur 
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5) Isi Sesuai Jenis Transaksi (Pembayaran DP) 

 

 

Berdasarkan gambar diatas merupakan pembuatan faktur pajak jika pembayaran 

customer masih uang muka, Berikut langkah-langkah yang harus dikerjakan yaitu: 

1) Centang uang muka karena jenis transaksi uang muka atau down payment. 

2) Pilih DPP Nilai Lain, karena setiap barang pasti ada pajak yang harus pungut 

oleh perusahaan sehingga nilai transaksi barang tersebut harus dipotong sebagai 

pajak.  

3) Pilih tanggal, bulan dan tahun sesuai pada tanggal invoice yang telah dibuat. 

4) Isi Referensi sesuai lembar invoice yang ada pada software odoo. 

 

(Pembayaran Pelunasan) 

 

Berdasarkan gambar diatas merupakan pembuatan faktur pajak jika pembayaran 

customer sudah lunas dibayarkan, Berikut langkah-langkah yang harus dikerjakan 

yaitu: 

1) Centang kolom pelunasan karena jenis transaksi sudah lunas. 
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2) Isi nomor faktur pajak customer yang sudah ada sebelumnya pada file yang 

disimpan pada lemari kantor. 

3) Pilih tanggal, bulan dan tahun sesuai pada tanggal invoice yang telah dibuat 

4) Isi Referensi sesuai lembar invoice yang ada pada software odoo 

 

6) isi NPWP customer dan data lainnya 

 

Berdasarkan gambar diatas merupakan kolom “NPWP” customer, yang mana jika 

pembayaran customer masih uang muka pada pengisian data ini masih harus diisi 

secara manual dan cara tau “NPWP” customernya ada pada excel khusus yang 

terdiri dari semua “NPWP” customer. Sedangkan yang mana jika pembayaran 

customer sudah lunas maka, pada kolom “NPWP” tersebut sudah tertera secara 

otomatis. Kemudian untuk kolom “Negara”, “Alamat”, dan “IDTKU” sudah terisi 

secara otomatis dari coretax. 

7) Pembayaran Uang Muka 
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Berdasarkan 2 gambar diatas, merupakan langkah-langkah untuk membuat faktur 

pajak PPN keluaran: 

1) Tambah transaksi, yang mana digunakan untuk menginput terkait barang/jasa 

yang dibeli oleh customer. Jika objek pajaknya adalah barang maka, kode 

pengisiannya yaitu “841500” sedangkan untuk jasa kode pengisiannya yaitu 

“00000” (tergantung jasa yang tertera pada purchase order). 

2) Nama barang, barang yang diisi merupakan nama barang dari produk ac sentral 

contohnya, “Coil Evaporator”, “Yica 258”, atau “Fin Coil” kemudian jika jasa diisi 

dengan “Jasa Kirim”. 

3) Satuan barang, jika barang isi satuan “unit”, jika jasa isi satuan “lainnya” 

4) Harga Satuan, isi sesuai dengan nilai yang ada pada dokumen purchase order 

dari customer 

5) Kuantitas, isi jumlah barang yang dibeli oleh customer sesuai yang ada pada 

dokumen purchase order dari customer 

6) DPP, centang kolom “DPP nilai lain” untuk menjumlahkan harga satuan dan 

kuantitas barang tersebut kemudian untuk mendapatkan total pajaknya, maka nilai 

tersebut dikalikan 11 kemudian dibagi 12   

7) Jumlah PPN, hasil dari perhitungan nilai DPP dikali 11 dibagi 12  

Tujuan utama pengenaan pengali 11/12 ini adalah untuk memastikan bahwa nilai 

PPN yang dihasilkan setara dengan tarif efektif 11%, meskipun tarif PPN umum 

yang berlaku secara formal di sistem perpajakan (coretax) adalah 12%.  
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 8) Pembayaran Pelunasan  

 

Berdasarkan gambar diatas, jika jenis pembayarannya pelunasan maka, kolom 

“DPP” dan “PPN” otomatis akan terisi dan kolom “DPP” harus sesuai dengan yang 

ada pada dokumen “purchase order”. Kemudian kolom “PPN” harus sesuai dengan 

yang ada pada dokumen “invoice”. 

 

9) Simpan dan upload faktur   

 

Berdasarkan gambar diatas, jika proses penginputan barang dan perhitungan jumlah 

PPN sudah benar lalu klik upload faktur. 
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9) Tanda faktur pajak PPN siap di print 

 

 

10) Print faktur pajak PPN keluaran 

 

Berdasarkan foto diatas, klik logo berwarna merah untuk print faktur pajak PPN 

keluaran. 
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Berdasarkan gambar diatas, merupakan cara print sebuah faktur pajak PPN keluaran 

yaitu: 

a) Pilih print khusus faktur pajak PPN keluaran. 

b) Buat 2 lembar print faktur pajak PPN keluaran yang mana akan dikirimkan 

bersamaan dengan dokumen invoice, delivery order, wh out dan purchase order. 

Sedangkan 1 lembar lainnya akan disimpan sebagai arsip file dokumen. 

c) Klik Print, merupakan langkah terakhir untuk mengambil hard copy lembar 

faktur pajak PPN keluaran. 

 

2. Mengkreditkan Faktur Pajak PPN Masukan 

 

PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP). 

PPN masukan mengharuskan PKP melakukan pengkreditan atau pengurangan 

antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan ternyata lebih besar 

dari PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak 

membayar PPN daripada memungut PPN. Jika selisih antara PPN keluaran dan 

ternyata PPN masukan lebih besar, maka kelebihan pembayaran tersebut bisa 

dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau PKP bisa juga mengajukan 

pengembalian atau restitusi di akhir tahun buku.  
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Kemudian tujuan dari mengkreditkan faktur pajak PPN masukan ini yaitu, 

mengurangi pajak masukan yang telah dibayar dari pajak keluaran yang dipungut 

oleh perusahaan yang mana perhitungan ini digunakan untuk menghitung utang 

PPN masa yang harus dibayar atau lebih bayar. Ketika membuat faktur pajak PPN 

masukan pada coretax dokumen yang harus diperlukan, yaitu:  

1. Faktur Pajak PPN, dokumen ini dibutuhkan karena terlampir nomor faktur pajak 

yang digunakan untuk mencari vendor yang telah memungut PPN tersebut dalam 

mengurangi PPN masukan pada coretax. berikut merupakan contoh dokumen 

faktur pajak PPN: 

 

Pekerjaan ini dibimbing oleh supervisor bagian dari divisi Tax Accountant. 

Frekuensi pengkreditan faktur pajak ini seminggu 2-3 dokumen untuk 

mengkreditkan faktur pajak ke dalam coretax dan harus menunggu pembuatan 

voucher tagihan dan voucher permintaan pembayaraan (vendor approval request). 

Berikut merupakan Langkah-langkah untuk mengkreditkan faktur pajak PPN 

masukan:  
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1) Login Coretax 

 

Gambar 2.1 1 Login Coretax 

Berdasarkan gambar diatas, Langkah-langkah yang harus dikerjakan yaitu: 

1) Isi password atau kata sandi perusahaan yang sudah tertera dalam buku catatan 

supervisi 

2) Isi captcha sesuai nomor yang tertera pada halaman coretax  

3) klik login  

 

2) Impersonate akun dan klik e-faktur di dashboard  

 

Berdasarkan gambar diatas, Langkah-langkah yang harus dikerjakan yaitu: 

1) Memilih akun perusahaan sebagai wajib pajak badan  

2) Klik e-faktur  
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3) Klik Pajak Masukan  

 

Berdasarkan gambar diatas, pengguna akan memilih pajak masukan untuk 

mengkreditkan faktur pajak yang sudah dibuat. 

 

4) Cari Nomor Faktur Pajak / NPWP penjual 

 

Berdasarkan gambar diatas, yaitu untuk mencari pajak masukan dari vendor atas 

pembelian dari perusahaan terhadap vendor tersebut. Berikut langkah-langkahnya 

yaitu:  

1) Cari nomor faktur pajak penjual,  

2) Centang kolom kotak jika sudah berwarna biru  

3) Klik kreditkan faktur.   
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5) Pajak Masukan Sudah di kreditkan 

 

 

Berdasarkan 2 gambar diatas, jika ada tanda panah 2 arah tandanya berhasil dan 

statusnya akan berubah menjadi “credited” yang artinya PPN masukan sudah di 

kreditkan. 

 

 

3. Membuat SPT Masa PPN  

 

SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak 

dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dalam satu 

Masa Pajak. Tujuan Pelaporan SPT Masa PPN ini adalah untuk menghitung dan 

melaporkan utang PPN masa yang harus dibayar atau lebih bayar pada bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir serta melaporkan pengkreditan pajak 

masukan (pajak saat membeli) terhadap pajak keluaran (pajak saat menjual). 

Berikut dokumen yang diperlukan yaitu,  
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1) Faktur Pajak dari vendor yang tertera di dalamnya nilai barang yang sudah 

dipotong oleh PPN. 

 

Pekerjaan ini dibimbing oleh bagian dari divisi tax accountant, dan frekuensi 

membuat SPT masa PPN ini yaitu, sebulan sekali pada saat mendekati akhir bulan 

sekitar tanggal 20 setiap bulan dan dokumen yang dibutuhkan masih sama seperti 

invoice, Faktur pajak yang tertera PPN. dalam sebulan itu membutuhkan 30-40 

dokumen dalam pembuatan SPT masa PPN, dan masa pengerjaannya itu sekitar 20 

menit setiap membuat SPT PPN tersebut. Berikut merupakan Langkah-langkah 

untuk membuat SPT masa PPN yaitu:  

1) Login Coretax 
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Berdasarkan gambar diatas, Langkah-langkah yang harus dikerjakan yaitu: 

1) Isi password atau kata sandi perusahaan yang sudah tertera dalam buku catatan 

supervisi 

2) Isi captcha sesuai nomor yang tertera pada halaman coretax  

3) klik login  

 

2) Klik Menu Surat Pemberitahuan SPT 

 

Berdasarkan gambar diatas, klik surat pemberitahuan atau SPT untuk membuat SPT 

yang nantinya akan disetorkan ke kas negara oleh pihak penjual barang. 

 

3) Klik Buat Konsep  

 

Berdasarkan gambar diatas, Klik buat konsep untuk memunculkan data apa saja 

yang harus diisi dalam membuat SPT masa PPN. 

 



 

 

65 
Laporan Pelaksanaan Kerja, Ilyasa Hanif Faiz, Universitas Multimedia Nusantara 

 

4) Pilih Jenis SPT yang Ingin Dilaporkan  

 

Berdasarkan gambar diatas, pilih jenis SPT yang ingin dibuat yaitu PPN, kemudian 

klik lanjut. 

 

3) Pilih Periode dan Tahun Pajak Kemudian Klik Lanjut  

 

Kemudian pilih “periode pelaporan SPT dan tahun pajak” saat membuat SPT dan 

“klik lanjut.” 
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4) Pilih Model SPT dan Klik Buat Konsep SPT 

 

Kemudian pilih model SPT, jika baru ingin membuat SPT baru maka pilih yang 

“normal”, jika ingin membuat pembetulan maka pilih model SPT pembetulan pada 

kolom model SPT. 

 

5) Edit SPT 

 

Berdasarkan gambar diatas, klik logo edit pada kotak merah untuk mengisi data-

data perusahaan untuk membuat SPT. 
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6) Klik Posting SPT 

 

Berdasarkan gambar diatas, isi data terkait perusahaan seperti nama, Alamat, nomor 

telepon, NPWP, periode pembuatan dan model SPT. Kemudian klik ”Posting SPT” 

untuk melanjutkan membuat SPT. 

 

7) Isi Nilai PPN sesuai dokumen yang diperlukan 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan jumlah dari harga jual/DPP, DPP nilai lain 

dan PPN yang akan dilaporkan pada SPT. 

 

8) Isi Data Perusahaan dan Klik Bayar dan Lapor 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan Langkah-langkah mengisi data SPT yang 

diperlukan:  
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1) “Klik PKP”, karena Perusahaan sebagai wajib pajak berkewajiban untuk 

membuat SPT dan membayar pajak tersebut, kemudian isi kolom jabatan yang 

membuat SPT masa PPN. 

2) Jika semua sudah diisi dengan benar klik “simpan konsep”. 

3) Jika sudah tersimpan, klik “bayar dan lapor” karena sekarang sistem pada coretax 

otomatis sudah langsung bayar dan juga lapor. 

 

8) Otomatis Muncul ID Billing PPN masa (untuk request nomor pembayaran) 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk hasil ID billing yang otomatis 

muncul setelah klik bayar dan lapor, artinya perusahaan sudah mendapatkan kode 

atau nomor pembayaran dan jatuh tempo pembayaran yang berlaku 7 hari atas SPT 

yang telah dibuat. Tujuannya adalah untuk membayar pajak PPN yang dipungut 

oleh penjual. kemudian melakukan pembayaran dan lapor SPT masa ini biasanya 

paling lambat akhir bulan hingga masa pajak berakhir. 

 



 

 

69 
Laporan Pelaksanaan Kerja, Ilyasa Hanif Faiz, Universitas Multimedia Nusantara 

 

4. Membuat SPT PPh Unifikasi (PPh Final, PPh 23) 

 

SPT Masa PPh Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh 

Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau 

pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan/pemungutan, serta penyetoran 

sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu dokumen satu kesatuan (unifikasi). 

Tujuan membuat SPT PPh Unifikasi ini yaitu, dalam rangka menghitung utang PPh 

unifikasi yang harus dibayar dan lapor pada tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Hal 

ini juga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan 

pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui basis data elektronik yang terpusat.  

Dokumen yang diperlukan yaitu, invoice dari vendor berupa potongan dari biaya 

jasa yang dikenakan PPh 23 dengan tarif persen. Kemudian PPh tersebut akan 

dilaporkan kedalam SPT yang akan dibuat. Berikut merupakan dokumen yang 

diperlukan: 

 

a) Invoice (dipotong PPh 23 2%) 
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b) Invoice (asumsi dipotong PPh Final 10%) 

 

Pekerjaan ini dibimbing oleh bagian dari divisi “tax accountant”, dan frekuensi 

membuat SPT masa PPh ini yaitu, sebulan sekali pada tanggal 15 atau 16 setiap 

bulannya. Dalam sebulan membutuhkan 30-40 dokumen dalam pembuatan SPT 

masa PPh Unifikasi, dan masa pengerjaannya itu sekitar 20-25 menit setiap 

membuat SPT tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat SPT 

PPh Unifikasi yaitu:  

1) Klik Menu Surat Pemberitahuan (SPT) 
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2) Klik Buat Konsep  

 

 

3) Pilih Jenis SPT yang Dilaporkan dan Klik Lanjut 

 

4) Pilih Periode dan Tahun Pajak Kemudian Klik Lanjut 

 

Berdasarkan gambar diatas, pilih periode dan tahun pajaknya kemudian klik lanjut 
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5) Pilih Jenis SPT dan Klik Buat Konsep (ada pembetulan atas yg sdh dilaporkan 

pilih menu normal) 

 

 

6) Pilih PPh Unifikasi  

 

Gambar diatas menunjukan, pilih “SPT PPh Unifikasi” untuk dibuat dan dihitung 
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7) SPT PPh Unifikasi siap dibayar dan dilaporkan 

 

 

Berdasarkan 2 gambar diatas merupakan gambar data-data SPT PPh Unifikasi yang 

harus diisi yaitu: 

a) isi “masa pajak” pada saat pembuatan SPT PPh Unifikasi. 

b) Jumlah “PPh Final atau 4 ayat 2” yang akan dibayar. 

c) Jumlah “PPh 23” yang akan dibayar.  

d) Total PPh Unifikasi yang harus disetorkan dan dilaporkan. 

e) Pilih kolom “wajib pajak” karena berkewajiban untuk membuat SPT.  

f) Klik “bayar dan lapor” untuk membuat request kode pembayaran atau ID Billing. 

 



 

 

74 
Laporan Pelaksanaan Kerja, Ilyasa Hanif Faiz, Universitas Multimedia Nusantara 

 

8) Otomatis Muncul ID Billing PPh Unifikasi (untuk request nomor 

pembayaran) 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk hasil ID billing atas SPT PPh 

Unifikasi yang telah dibuat, yang mana otomatis muncul setelah klik bayar dan 

lapor, artinya perusahaan sudah mendapatkan kode atau nomor pembayaran dan 

jatuh tempo pembayaran yang berlaku 7 hari atas SPT yang telah dibuat. Tujuannya 

adalah untuk membayar PPh final dan 23 atas biaya-biaya terkait jasa ataupun sewa 

lain-lain. kemudian melakukan pembayaran dan lapor SPT PPh Unifikasi ini pada 

tanggal 15 setiap bulannya. 

 

5. Membuat E-Bukti Potong PPh Unifikasi  

 

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi merupakan dokumen yang 

formatnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dibuat oleh 

Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan pajak dan 

menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut. Bukti potong tidak lagi 

dibuat secara manual melainkan dibuat secara elektronik pada website coretax yang 

bernama e-bupot agar memudahkan dalam bekerja dan efisien waktu. 
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Tujuan pekerjaan dari membuat bukti potong PPh unifikasi ini yaitu, dalam rangka 

menghitung utang PPh unifikasi yang harus dibayar terkait penyerahan jasa oleh 

pihak ketiga, kebanyakan dari membuat bukti potong ini yaitu PPh 23 terkait jasa 

service atau jasa sewa barang dikarenakan perusahaan memproduksi ac sentral dan 

melakukan service jika ada barang yang rusak. 

Dalam membuat bukti potong ada beberapa dokumen yang diperlukan, berikut 

dokumen-dokumennya yaitu:  

1) Berita acara 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan berita acara untuk PT. C yang artinya 

dokumen legal resmi yang berfungsi sebagai bukti bahwa jasa telah diserahkan (saat 

terutang pajak) dan jumlah yang harus dibayar, kemudian dokumen ini dibuat di 

akhir setelah pekerjaan selesai atau mencapai tahapan (termin) tertentu. 
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2) Surat Perintah Kerja  

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan surat perintah kerja untuk PT. C yang 

artinya adalah Dokumen awal yang menjadi dasar penugasan atau pemesanan 

jasa/barang yang berfungsi untuk menentukan nilai kontrak dan jenis jasa yang akan 

dipotong pajaknya,  

 

3) Faktur Pajak  

 

Berdasarkan gambar diatas merupakan, faktur pajak yang digunakan untuk 

memasukan kode dan nomor seri faktur pajak, NPWP pembeli dan jumlah PPN 

yang dibayar untuk dimasukan dalam pembuatan e-bupot. 
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Berdasarkan dokumen-dokumen yang diperlukan, berikut Langkah-langkah 

membuat e-bupot pada coretax:   

1) Klik Menu BPPU 

 

Berdasarkan gambar diatas, langkah-langkahnya yaitu:  

1) klik e-bupot karna tujuanya untuk membuat bukti potong PPh unifikasi  

2) klik BPPU atau Bukti Pemotongan Pemungutan Unifikasi 

 

2) Klik “Create e-Bupot” 

 

Berdasarkan gambar diatas, selanjutnya klik “create eBupot”  
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3) Masukan Data sesuai dokumen yang diperlukan 

 

Berdasarkan gambar diatas, berikut langkah-langkah dalam membuat e-bupot atas 

dokumen berita acara dan Surat Perintah Kerja yaitu:  

a) Masa Pajak, kolom ini diisi dengan bulan pada saat membuat e-bupot PPh 

unifikasi  

b) NPWP, kolom ini diisi dengan Nomor Pokok Penjual yang dilihat dari faktur 

pajak vendor 

c) NITKU, kolom nomor identitas penerima penghasilan diisi dengan nomor 

identitas vendor. 

d) Fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, kolom ini diisi dengan 

“tanpa fasilitas”. 

e) Nama Objek Pajak, kolom ini diisi dengan nama jasa yang telah dibuat 

contohnya, “jasa konstruksi” tarifnya 4% atau “Sewa Barang 2%”.  
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f) Dasar Pengenaan Pajak, kolom ini diisi dengan harga barang sebelum dipotong 

PPh Unifikasi. 

g) Jenis Dokumen, kolom ini diisi dengan “surat tagihan” karena dipungut PPh 

Unifikasi dan sudah ada dokumen berita acaranya. 

h) Tanggal Dokumen, isi tanggal, bulan dan juga tahun saat pembuatan e-bupot. 

i) NITKU, kolom ini diisi dengan nama perusahaan yang dipungut yaitu “PT ITU 

Airconco”. 

j) Simpan Konsep, klik kolom ini jika data telah diisi dengan benar. 

Pekerjaan ini dibimbing oleh pak sardi sebagai bagian dari divisi tax accountant, 

dan frekuensi membuat e-bupot PPh unifikasi ini yaitu, 2-3 kali dalam seminggu 

dan membutuhkan dokumen seperti berita acara dan SPK yang merupakan laporan 

atas jasa sewa yang sudah dikerjakan dari pihak yang melakukan jasa tersebut. 

 

6. Membuat Ekualisasi Omset Terhadap SPT PPN  

 

Ekualisasi merupakan suatu proses memeriksa kesesuaian satu jenis pajak dengan 

jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Umumnya, ekualisasi pajak terbagi 3 

bagian yaitu, ekualisasi penghasilan dan PPN, ekualisasi biaya dan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) PPN masukan, dan ekualisasi biaya dan objek PPh potong 

pungut.  

Ekualisasi PPN memiliki tujuan untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang 

tidak benar, sehingga terjadi pemeriksaan pajak dan fiskus menemukan terdapat 

selisih yang ada dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, maka dapat mengatasinya 

dengan bukti-bukti yang dihindarkan, sehingga wajib pajak terhindar dari denda 

atau sanksi, karena dianggap tidak membuat laporan. Berikut dokumen yang 

diperlukan yaitu:  
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1. Uang Muka Bulan Ini 

 

Berdasarkan gambar diatas poin “a” merupakan nilai uang muka bulan ini (UBI) 

yang merupakan kawasan berikat artinya tidak terutang oleh PPN dan tidak bisa 

masuk kategori jumlah omset terhadap SPT masa PPN yang akan diekualisasikan. 

Kemudian pada poin “b” merupakan hasil selisih dari adjusting uang muka bulan 

ini (UBI) yang digunakan sebagai pengurang jumlah omset SPT masa PPN agar 

sesuai nilainya dengan jumlah omset komersial atau perusahaan. 

 

2. Uang Muka Bulan Lalu  

 

Berdasarkan gambar diatas, poin “a” adalah uang muka bulan lalu (UBL) 

diklasifikasikan berdasarkan per nomor sales order, tujuannya adalah sebagai 

adjustment uang muka bulan lalu yang seharusnya di kolom debit. Kemudian pada 

poin “b” selisih merupakan uang muka bulan lalu (UBL) yang faktur pajaknya terbit 

bulan lalu dan penyerahan barangnya dikirim bulan ini tujuan uang muka ini yaitu, 

sebagai penambah jumlah omset pada SPT masa PPN yang dilaporkan.  
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Pekerjaan ini dibimbing oleh bagian dari “Tax Accountant” yang dikerjakan 

sebulan sekali saat berakhirnya masa pajak misalnya untuk menyesuaikan bulan 

November, akan dikerjakan pada saat awal bulan desember. lama pengerjaannya 

sekitar 1 jam dan dokumen yang dibutuhkan hanya general ledger untuk melihat 

jumlah UBI dan UBL per akhir bulan. Berikut merupakan Langkah-langkahnya 

yaitu: 

 

3. Ekualisasi Omset SPT masa PPN terhadap Omset Komersial 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, jumlah omset yang dilaporkan SPT masa PPN bulan 

november 4.774.982.349 sedangkan, pada jumlah omset komersial laporan rugi 

laba/income statement 6.069.982.700 sehingga ada selisih 1.295.000.351 

kemudian, selisih ini harus dicari dengan melakukan klasifikasi general ledger uang 

muka penjualan, mana saja jumlah yang merupakan uang muka penjualan bulan ini 

yang faktur pajaknya terbit bulan ini dan barangnya diserahkan atau dikirim pada 

bulan berikutnya yang akan digunakan sebagai pengurang jumlah omset yang 
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dilaporkan pada SPT masa PPN (UBI). Kemudian, mana saja jumlah uang muka 

bulan lalu (UBL) yang faktur pajaknya sudah terbit pada bulan-bulan sebelumnya 

yang barangnya dikirim pada bulan ini yang akan digunakan sebagai penambah 

omset yang dilaporkan pada SPT masa PPN. Selanjutnya klasifikasikan jumlah 

3.601.498 dan 44.200.000 yang merupakan jumlah pendapatan sewa atau 

pendapatan lain-lain yang bukan termasuk pendapatan omset komersial maka 

artinya adalah pendapatan lain-lain ini digunakan sebagai pengurang jumlah omset 

yang dilaporkan SPT masa PPN sehingga akan sesuai nilainya dengan omset 

komersial. 

 

7. Membuat Ekualisasi Biaya Gaji Terhadap SPT PPh 21  

 

Ekualisasi PPh 21 berfungsi untuk membandingkan jumlah bruto dalam SPT PPh 

21/26 dalam Akselerasi PPh 21 dengan buku besar (General Ledger) dari 

perusahaan yang bersangkutan untuk Satu Tahun Pajak. tujuan untuk menghindari 

adanya pelaporan pajak yang tidak benar, sehingga terjadi pemeriksaan pajak dan 

fiskus menemukan terdapat selisih yang ada dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, 

maka dapat mengatasinya dengan mengklasifikasikan bukti-bukti yang 

dihindarkan, sehingga wajib pajak terhindar dari denda atau sanksi, karena 

dianggap tidak membuat laporan. (Khairizka, 2023) Berikut dokumen yang 

diperlukan yaitu:  

a) Trial Balance (Neraca Saldo) objek PPh 21 
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Neraca saldo atau trial balance untuk akun2 penghasilan contoh: biaya gaji, lembur, 

bonus, tantiem direksi, uang dinas, BPJS Kesehatan, biaya tenaga ahli yg dipotong 

PPh 21. 

Pekerjaan ini dibimbing oleh bagian dari “Tax Accountant” yang dikerjakan 

sebulan sekali saat berakhirnya masa pajak. Lama pengerjaannya yaitu, sekitar 1 

jam dan hanya membutuhkan dokumen excel trial balance yang sudah dibuat setiap 

bulan oleh bagian akunting yang nanti akan dilaporkan ke bagian HRD yang mana 

membuat SPT masa PPh 21. Berikut merupakan Langkah-langkahnya yaitu: 

 

1) Ekualisasi Objek PPh 21 dengan Omset SPT masa PPh 21 

 

Berdasarkan gambar diatas, wajib pajak badan memastikan bahwa semua objek 

pembayaran terkait dengan gaji dan upah sudah dilaporkan pada SPT masa PPh 21 

dan mengantisipasi pertanyaan dari DJP untuk dibuatkan mapping objek PPh 21 

dengan SPT masa PPh 21. Kemudian bagian akunting memberikan data rincian 

objek PPh 21 pada Trial Balance kepada bagian HRD untuk dibuatkan SPT masa 

PPh 21, yang nanti total penghasilan bruto objek PPh 21 tersebut harus sama dengan 

rincian yang diberikan oleh bagian akunting. Kemudian pada poin “a” diatas ada 

selisih antara Trial Balance objek PPh 21 dengan SPT masa PPh 21 yang digunakan 

untuk mengakumulasikan bulan-bulan berikutnya saat membuat ekualisasi PPh 21 

sampai akhir desember atau tutup buku. 
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8. Membuat Voucher Bukti Keluar Kas dari Invoice Vendor  

 

Bukti kas keluar (cash voucher) adalah dokumen bukti bahwa perusahaan telah 

mengeluarkan uang tunai untuk berbagai transaksi, seperti pembayaran pembelian 

tunai, gaji, atau utang, yang menjadi dasar pencatatan akuntansi, berfungsi 

mengendalikan kas, dan merupakan bagian penting dari sistem informasi akuntansi 

yang mengidentifikasi serta mencatat peristiwa ekonomi (Weygandt et al., 2022) 

Tujuan dari membuat voucher ini yaitu, sebagai pengendalian internal untuk 

mencegah penyalahgunaan kas dengan memastikan setiap pengeluaran memiliki 

otorisasi dan bukti pendukung. Kemudian dalam sistem voucher, bagian utang akan 

membuat voucher (bukti kas keluar) setelah dokumen pendukung (purchase order, 

laporan penerimaan barang, dan faktur pajak) terkumpul, yang kemudian memicu 

pembayaran. 

Berikut merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu: 

a) Invoice  

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk invoice yang digunakan untuk 

membuat voucher bukti keluar kas yaitu dengan cara:  



 

 

85 
Laporan Pelaksanaan Kerja, Ilyasa Hanif Faiz, Universitas Multimedia Nusantara 

 

1) Melihat nomor invoice, tanggal pembuatan, dan tanggal jatuh tempo 

pembayaran 

2) Melihat harga satuan unit, harga satuan dan jumlahnya dengan benar 

 

b) Delivery Order  

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk delivery order yang digunakan 

untuk melihat bukti surat pengiriman barangnya sudah sesuai dengan tagihannya. 

c) GB WH-IN/Surat Penerimaan Barang 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk bukti surat penerimaan barang atau 

WH-IN yang digunakan sebagai bukti bahwa barang atas transaksi ke vendor sudah 

sesuai diterima dan masuk ke bagian gudang persediaan perusahaan. 
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d) Purchase Order  

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk dokumen purchase order vendor 

yang digunakan untuk melihat barang pembelian oleh perusahaan sudah sesuai 

nominalnnya, kemudian ada nomer po yang digunakan untuk mencari vendor yang 

akan dibuatkan voucher pada software odoo. 

e) Faktur Pajak  
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Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk faktur pajak yang sudah diterbitkan 

atas transaksi ke vendor yang digunakan untuk melihat PPN yang harus dipungut 

atau dibayarkan sudah sesuai nominalnya pada tagihan invoice tersebut. 

Pekerjaan ini dibimbing oleh supervisi dari divisi “account payable” dan masa 

mengerjakannya yaitu, 30-40 dokumen, dan lama pengerjaannya 5-10 menit per 

dokumen total pengerjaan untuk membuat voucher tagihan dari vendor, dari luar 

vendor dan penerimaan kas total kurang lebih 6 jam. Berdasarkan dokumen-

dokumen yang diperlukan, berikut merupakan langkah-langkah membuat voucher 

tagihan dari vendor: 

 

1) Klik Software Odoo 

 

Berdasarkan gambar diatas merupakan tab browser untuk membuat voucher tagihan 

dari vendor dengan cara klik logo berwarna ungu yang bernama “Odoo” 

2) Menu Odoo 
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Kemudian pilih tab “purchase” karena ada dokumen purchase order dari vendor 

yang artinya perusahaan membuat voucher atas transaksi biaya-biaya pembelian 

barang atau yang berhubungan dengan material dari vendor.  

 

3) Cari Nomor Purchase Order 

 

Selanjutnya, cari nomor purchase order vendor sesuai yang ada pada dokumen atau 

lembar purchase order aslinya. 

 

 

 

4) Klik Create Bill 

 

Kemudian klik “create bill” untuk membuat voucher tagihan yang baru dan pastikan 

deskripsi, kuantitas, dan harga barang sesuai dengan yang ada di purchase order. 
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5) Edit Tanggal, Jatuh tempo, Nomor Invoice pada Dokumen 

 

Kemudian jika sudah muncul “draft” artinya dokumen penerimaan barangnya atau 

sudah di validasi dari bagian divisi admin warehouse. Berdasarkan gambar diatas, 

merupakan Langkah-langkah yang harus diisi untuk membuat voucher tagihan 

yaitu: 

a) Pilih vendor sesuai dengan invoice asli vendor.  

b) Isi nomor invoice yang sesuai dengan invoice aslli vendor.  

c) Isi tanggal pembuatan invoice asli milik vendor.  

d) Isi jatuh tempo pembayaran sesuai dengan yang ada pada dokumen purchase 

order. 
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6) Edit Harga Barang, Unit dan PPN 

 

Kemudian edit kuantitas barang, harga barang dan juga PPN yang mana harus sama 

dengan yang ada pada dokumen invoice.  

7) Klik Save & Confirm  

 

Setelah mengisi data-data yang sudah sesuai dengan yang ada pada invoice milik 

vendor, selanjutnya klik “save” dan juga “confirm”. 

8) Print Vendor Bill  
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Kemudian jika sudah di save dan juga confirm langkah berikutnya yaitu, klik print 

dan pilih invoice untuk print voucher vendor bill.  

 

9) Bentuk Voucher Vendor Bill  

 

Gambar diatas merupakan bentuk voucher vendor bill atau tagihan dari vendor yang 

nantinya setelah diprint akan ditempelkan bersama dengan dokumen-dokumen 

lainnya seperti invoice, delivery order, WH-IN, purchase order, dan faktur pajak 

sebagai laporan bahwa tagihan tersebut sudah dibuatkan voucher dan akan 

dilakukan proses selanjutnya ke tahap pembayaran. 

 

10) Klik Menu Accounting 

 

 



 

 

92 
Laporan Pelaksanaan Kerja, Ilyasa Hanif Faiz, Universitas Multimedia Nusantara 

 

Kemudian jika sudah membuat vendor bill langkah berikutnya yaitu, membuat 

voucher permintaan pengajuan pembayaran ke vendor (vendor payment approval 

request) dengan memilih menu “accounting” tujuan membuat voucher vendor 

payment ini yaitu, sebagai laporan untuk pengajuan pembayaran atas voucher 

tagihan dari vendor sudah dibuat dan tinggal disetujui serta dilakukan pembayaran 

oleh bagian kasir. 

11) Klik Menu Vendor  

 

Kemudian pilih menu “vendor” karena berhubungan dengan pembelian barang atau 

pengeluaran kas. 

 

 

12) Pilih Menu Vendor Payment 

 

Kemudian pilih yang pembayaran untuk membuat voucher permintaan pengajuan 

pembayaran. 
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13) Edit Sesuai Dokumen yang Diperlukan 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan Langkah-langkah pengisian data terkait 

voucher permintaan pengajuan pembayaran ke vendor: 

a) Isi nama vendor sesuai yang ada pada invoice asli vendor, kemudian pilih jurnal 

akun “utang usaha lokal” karena biaya nya masih berupa utang dan baru ingin 

membuat permintaan pengajuan pembayaran. 

b) Isi “amount” atau jumlah nilai barang yang sesuai pada invoice asli vendor, pilih 

“IDR” untuk mata uang rupiah, isi tanggal, bulan dan tahun pembuatan voucher 

dan isi memo sesuai yang ada pada voucher “vendor bill” yang sudah dibuat. 

c) Kemudian pada kolom “journal” isi “bank” karena masih pengajuan jika sudah 

dibayar maka saat melakuan adjustment journal diisi dengan “Mandiri Bisnis” 

atau “BCA” tergantung dari bagian kasir. 

14) Klik Save  
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Jika semua data sudah diisi sesuai invoice asli, klik save untuk menyimpan data. 

 

15) Klik Print & Pilih “Payment Request Slip” 

 

Kemudian jika sudah disimpan, klik “print” dan pilih “payment request slip” agar 

jumlah tagihan dan kode memo nya terlihat dalam voucher yang sudah diprint. 

 

16) Bentuk Voucher Permintaan Pengajuan Pembayaran  

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk voucher permintaan pengajuan 

pembayaran yang sudah jadi dan statusnya masih belum dibayar yang nantinya akan 

diberikan tanda tangan pada bagian tax accountant, dan diberikan kepada kasir 

bersama dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membayar tagihan dari vendor. 
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9. Membuat Voucher Bukti Keluar Kas diluar Invoice  

 

Menurut Weygandt et al., (2022) bukti kas keluar (cash voucher) adalah dokumen 

bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai untuk berbagai transaksi, 

seperti pembayaran pembelian tunai, gaji, atau utang, yang menjadi dasar 

pencatatan akuntansi, berfungsi mengendalikan kas, dan merupakan bagian penting 

dari sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi serta mencatat peristiwa 

ekonomi. 

Tujuan dari membuat voucher ini yaitu, sebagai pengendalian internal untuk 

mencegah penyalahgunaan kas dengan memastikan setiap pengeluaran memiliki 

otorisasi dan bukti pendukung. Kemudian dalam sistem voucher, bagian utang akan 

membuat voucher (bukti kas keluar) setelah dokumen pendukung (purchase order, 

laporan penerimaan barang atau GB WH-IN, dan faktur pajak) terkumpul, yang 

kemudian memicu pembayaran. Berikut merupakan dokumen-dokumen yang 

diperlukan yaitu: 

a) Mutasi rekening (biaya admin bank) 

 

Pekerjaan ini dibimbing oleh supervisi dari divisi “account payable” dan masa 

mengerjakannya yaitu, 5-10 dokumen, dan lama pengerjaannya 5-10 menit per 

dokumen. total pengerjaan untuk membuat voucher tagihan dari vendor, dari luar 

vendor dan penerimaan kas total kurang lebih 2 jam. Berdasarkan dokumen-
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dokumen yang diperlukan, berikut merupakan langkah-langkah membuat voucher 

pengeluaran kas diluar tagihan dari vendor: 

1) Klik Vendor dan pilih “Bills” 

 

Berdasarkan gambar diatas, langkah pertama yaitu pilih vendor dan klik “Bill” 

karena membuat voucher bukti pengeluaran kas. 

 

 

 

2) Edit Vendor Bills 

 

Berdasarkan gambar diatas, pilih pembuatan voucher yang ditujukan yaitu “ITU 

HRD” karena merupakan biaya pembelian yang tertera biaya administrasi bank dan 

isi kolom bill date dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan voucher.  
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3) Klik “confirm” 

 

Berdasarkan gambar diatas, isi kolom label dengan kode bank dan juga nama biaya 

yaitu “Biaya Administrasi Bank”, kemudian isi akun dengan nomor “01-001” untuk 

biaya administrasi bank dan isi kolom price dengan jumlah biaya admin bank 

tersebut. 

 

4) Klik “register payment” 

 

Langkah selanjutnya jika semua data sudah diisi klik “register payment” untuk 

membuat validasi pembayaran 
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5) Pilih bank dan klik “create payment” 

 

Kemudian muncul menu seperti diatas, untuk mengisi kode bank yang telah 

dibayarkan oleh kasir dan setelah itu klik “create payment” 

 

6) Klik Vendor dan pilih “Payment” 

 

Kemudian langkah selanjutnya yaitu, membuat voucher bukti keluar kas/bank pada 

menu vendor payment.   

 

7) klik “payment request slip” 
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Kemudian pilih biaya yang sudah divalidasi pembayarannya, lalu klik print dan 

pilih “payment request slip” untuk membuat vouchernya. 

 

8) Bentuk Voucher Bukti Keluar Kas 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan bentuk hasil voucher bukti keluar bank 

yang sudah diprint dan akan ditempelkan Bersama mutase rekening terkait biaya 

administrasi bank atas pembelian barang ke vendor. 

 

10. Membuat Voucher Bukti Terima Kas diluar Invoice  

 

Voucher Bukti Terima Kas adalah dokumen internal yang dibuat oleh fungsi kasir 

atau bagian keuangan untuk mencatat setiap transaksi yang mengakibatkan 

bertambahnya uang tunai atau saldo bank perusahaan. 

Dokumen bukti terima kas ini berfungsi sebagai memo resmi yang menyatakan 

bahwa perusahaan telah menerima sejumlah uang dari pihak luar maupun internal. 

Biasanya, voucher ini dilampiri dengan bukti pendukung lainnya seperti kuitansi, 

faktur penjualan tunai, atau nota kredit bank. Berikut merupakan dokumen yang 

diperlukan yaitu:  
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a) Mutasi Rekening Bank (Bunga Deposito)  

 

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan mutasi rekening dari bagian kasir atas 

penerimaan dari customer diluar pembelian barang berupa “bunga deposito” dan 

sudah dilakukan pembukuan oleh bagian kasir tersebut.  

Pekerjaan ini dibimbing oleh supervisi dari divisi “account payable” dan masa 

mengerjakannya yaitu, 5-10 dokumen, dan lama pengerjaannya 5-10 menit per 

dokumen. total pengerjaan untuk membuat voucher tagihan dari vendor, dari luar 

vendor dan penerimaan kas total kurang lebih 2 jam. Berdasarkan dokumen yang 

diperlukan, berikut Langkah-langkah untuk membuat voucher bukti terima kas 

yaitu: 

 

1) Klik menu customer dan pilih invoice  
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Berdasarkan gambar diatas, klik menu customer karena terkait penerimaan kas yang 

diperoleh dari customer dan pilih invoice untuk membuat voucher bukti kas masuk. 

 

2) Create Customer Invoice  

 

Selanjutnya, klik “create” untuk membuat voucher penerimaan kas yang baru. 

 

3) Isi Tanggal Penerimaan, Nama Customer, Jurnal Bank 
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Berdasarkan 2 gambar diatas, merupakan Langkah-langkah pengisian untuk 

membuat voucher penerimaan kas diluar invoice:  

a) Isi kolom “customer” dengan kode bank yang ditransfer dari customer 

contohnya, “MB-251754” untuk Bank Mandiri Bisnis 

b) Isi kolom “payment reference” dengan kode bank yang tertera pada lembar 

mutasi rekening bagian kasir sesuai bank yang dibayar oleh customer. 

c) Isi kolom “invoice date” sesuai dengan tanggal pembuatan voucher penerimaan 

kas. 

d) Isi kolom “label” dengan kode bank sesuai dengan mutase rekening dan isi jenis 

biaya nya yaitu, “bunga deposito” atau “jasa giro” karena merupakan biaya 

diluar invoice yang artinya biaya bukan dari penjualan barang. 

e) Isi kolom “account” dengan nomor akun atau jurnal yang sesuai dengan 

penerimaan tersebut yaitu “80-023” untuk pendapatan bunga deposito. 

f) Isi kolom “price” dengan nilai biaya penerimaan kas tersebut. 

g) Kemudian untuk mengisi data yang diperlukan lainnya yaitu, klik “other info”. 

h) Isi kolom judul “invoice” dengan kode bank, nama pembuat voucher, sales 

team, dan kode receipt bank.  

 

 

 

 



 

 

103 
Laporan Pelaksanaan Kerja, Ilyasa Hanif Faiz, Universitas Multimedia Nusantara 

 

4) Klik Confirm 

 

Jika data-data sudah diisi dengan benar dan sudah berbentuk “draft”, langkah 

selanjutnya yaitu klik “confirm”   

5) Klik “Register Payment” 

 

Kemudian jika sudah dikonfirmasi, klik “register payment” untuk membuat validasi 

atas pembayaran yang sudah diterima.  

6) Isi Journal, Payment Date, dan Klik Create Payment 
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Jika sudah klik register payment, maka muncul kolom diatas ini untuk mengisi kode 

bank pembayaran setelah itu klik “create payment” untuk membuat voucher bukti 

penerimaan kas dari customer (customer payment approval request). 

 

7) Pilih Menu “Customer” dan Klik “Payment”  

 

Berdasarkan gambar diatas, merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan 

validasi penerimaan kas dari customer yaitu, pilih menu “customer” dan klik 

“payment”  

8) Pilih Penerimaan yang sudah di “Posted” 

 

Berdasarkan gambar diatas, pilih data atau penerimaan kas yang sudah divalidasi 

terbaru  
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9) Klik “Payment Request Slip” 

 

Kemudian Langkah terakhir berdasarkan gambar diatas yaitu, pilih menu “print” 

dan klik “payment request slip” agar voucher penerimaan kas tersebut muncul 

nama, jumlah biaya, dan data lainnya dengan lengkap. 

 

10) Bentuk Voucher Bukti Penerimaan Non-Invoice 

 

Gambar diatas merupakan bentuk voucher bukti penerimaan kas yang sudah diprint 

dan ditempelkan bersama dengan mutasi rekening bank.  
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3.3 Kendala yang Ditemukan 

 

Kendala yang ditemukan selama proses pengerjaan magang adalah  

1. software odoo terkadang mengalami kendala error pada setiap akhir bulan saat 

ingin membuat voucher seperti connection lost dan not responding. 

2. Beberapa dokumen seperti purchase order yang angkanya kurang jelas dan tidak 

ada nomor invoice dari vendornya. 

3. Saat menginput pajak seperti membuat faktur pajak, mengkreditkan faktur pajak, 

membuat e-bupot dan SPT pada sistem coretax mengalami kendala error. 

 

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan  

 

1. Memberitahu kepada bagian IT dan orang yang mahir dalam mengatur sistem 

tersebut. 

2. Mencari dokumen voucher yang sudah pernah dibuat ke bagian kasir yang sudah 

dilakukan pembukuan uang kas. 

3. Melakukan reset ulang atau refresh agar kembali seperti tampilan yang lagi 

dikerjakan dan saat berada dalam coretax jangan membuka tab lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


